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PENE'TAPAN UNIVERSITAS NEGERI PADANG PADA KEMENTERIAN RISE-I,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBACAI INSTANSI PEMDRINTAH YANG

MBNERAPKAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM

TTENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbans bahwa berdasarkan ketcntual) Pasal 5 Peraturan
Pemerincah Nomor 23 Tahun 2OO5 tentang Peng€lolaan
Keuangan Badan layanan Umum sebagaimana diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012,
lnslarsi Pemeainlah yang telah memenuhi persyaratan
subs!.rntif. teknis, dan ad inistratif dapat ditctapkan
sebngai lnstansi Pemr.rintah yang menerapkan
Pengelolaan lieuangan Badan L.ryanan Umum (Pli-BLU)
seteiah memperoleh perserujllan Menteri Keuangan atas
dasar usulan M€ntcri/Pimpinan Lernbaga;

bnhNa Mentrri Pendidikan dan Kebudayaan melalui
Suftlt Nomor 0448/['PK.A/KU/2014 tanSgal 30 Juni
?Ol4 telah Rrengajukan pcrmohorun aSar Uaiversitas
Negeri Padang padur KementeriaD Pendidikan dan
Kebudayaan dileL,rpkan sebagai Instansi Pemerintah yanR
menerapkan PK-BLU;

bahwa berdas4rkan hasit penilaian dari Tim Penilai yang
dituangkan dalam Berita Acara Nomorj BA-o2/Tim,
Penilai/2014 tanggal 23 September 2014, Universitas
Negeri Padang pada Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan telai nemenuhi persyaratan untuk
ditctapkan sebagai Insaaosi Pemerintai yang m€nerapkan
PK.BLU:

bah$,a berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pad.r huruf a, huruf b, dan hunrf c, perlu
menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang
Penckrpan Universitas Negeri Padang pada Kementerian
Riset, Tcknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi
Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umuml

t,ncl.rng-Undalrli Nonror l7 Tahun 2003 tentang
Keuans:rn Ncgara (Lenrb.uan Negara Republik lndonesia
Tahun 2OO3 NorBor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik lndonesi:i Nornor 4286);

b.

d.

Mengingat :l
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2. Undang-Undang Nomor I Tahun 2004 tcntang
Perbendahaman Nega.a {Lcmbaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2OO4 Nodlor 5, Tembahan Lembaran
Negara Republik lndonesia Nomor 4355);

4.

Peraturan Pemcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tcntang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lmbalan
Negara Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan bmbaran Negara Republik lndoncsia Nomor
4502) scbagaimana diubah dcngan Pcraturan Pcmcrintsh
Nomor 74 Tahun 2012 (Lcmbaran Negara Republik
Iidoncsia Tahun 2012 Nomor l7l, Tambahan Lcmbaian
Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Presiden Nomo. 165 Tahun 2014 tentang
Penataan Tugas dan Fungsi Kabinet Keda (l.mbalan
Ncgira Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 339);

Pemtuian Menteri Keuangan Nomor l 19 / PMK 05 / 2OO7
tentan8 Persyaratan Admidisffatif dalam Rangka
Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja lnstansi
Pcmerintah Untuk Menerapkan Pengclolaan Kcuangan
Badan Layanan Umurn;

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

MEMUTUS$N:

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TEITTANG PENETAPAN
UNIVERSITAS NEGDRI PADANC PADA KEMENTERIAN RISET,
TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI SEBAGAI INSTANSI
PEMERINTAH YANG MENERAPKAN PENGELOI,AAN
KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM.

Menetapkan Uni!'ershas Negeri Padang pada Kcmenterian
Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, sebagai lnstansi
Pemerintah yang mc[crapkan PK-BLU dcngan statu6 Badan
Layanan Umum secara Pcnuh (BLU secara Pcnuh).

Stalus BLU scrara Penuh sebagarmana dima-ksud dalam
Diktum PERrAMA mcmberikan fleksibilitas pcngclolaan
keuangan kepada Uniwrsitas Negeri Padang pada
Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi scsuai
dcngan Pe.aturan Pcmcdntah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengclolaan Kcuangan Badan layanan Umum sebagaimana
diubah dengan Peral\rraJr Pemerintah Nomo! 74 Tahun 2012
dan peraturan p€lalsanaannya.
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: Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi yang telah berstatus BLU secam Penuh
\r'a.jib menyusun sislem akuntansi pating lambat 2 (dua)
tahun setelah Univcrsitas Negeri Padang pada Kcmenterian
Riset, Teknologi dall Pendidikan Tinggi ditetapkan sebagai
Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU.

: Universitas Negeri Padang pada Kementerian Riset, Teknologi
dan Pendiclikan Tinggi seb.rgaiman.r dimaksud dalam Diktum
PERTAMA \'4ib menFrsun dan menyampaikan usulaD tarif
latao.tn dalr remunerasi paling lambat 6 {enam) bulan setelah
Universitas Negeri Padang pada Kemeote an Riset, Teknologi
dan Pendidikan Tinggi ditetapkan sebaglri Instansi Pemeriotai
]'ang mcnerapkan PK-BLU.

Dalam hal Unive.sitas Ne8eri PaclaDg pada Kementerian Riset,
Teknologi clan Pendidikan Tin8gi tidak melaks,analan
keii'ajiban sebagaimana dimaksud dal.rm Diktum KETIGA dan
Diktum XEEMPAT, Menteri Keuargan dapat meninjau sratus
penerapan PK-BLU sebagaimana dimaksu.l dalam Diktum
PERTAMA.

Keputusan Menieri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Salinan Keputusan luenteri ini disampaikan kepada:
1. Xetua Badan Pemeriksa Keuangan;

?. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;

3. Sekreta.is Jenderal, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran, Xcmenterian Keuangan;
5. Direktur Jenderal Pajak, Kementerian Keunngan;
6 Direkrrtr Jenderal Perbeidaha.aan, Kementerian

Keuangani

7. Direktur Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian
Keuangan;

8. lnspektur K.'menterian Riser, Teknologi, dan pendidikan
l'inlgi;

9 Sekretaris Kementerian Riset, Teknologi darr pendidikan
Tinggi;

t0. Dircktur Pcmbinsan Pengelolaan Keuangan Badan
LaJ anan Umum, Direktorat Jen.leral perbendaharaan,
Kementeaian Keuangan;

ll. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal,
Keutugan;

Kementerian

&
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12. Kepala lhntor Wilayah Dir.ktsrat Jcnddal
Ferbendaharaan Provi[si Sumatcra Barst, Diraliiorat
Jendcaal Pcrbcndahar'aan" Kcdrcntetian Kauatgan;

13. Rektor UniveFitas Ncgeri Padan& Kemcntalian Riset,
Tekoologi, dan Fendidikrn Tinggi;

14. Kcpala Kantor Pilayalrsn Perbcndaharaan Ncga.ra
PadqnS, Dilaktorat Janderal Fc.bcndaharaan,
Kementerian t(euangan.

Ditetspkan di Jakarla
pada tanggal l? f.lruari 2015

MENTERI KETIANGAN REPUBUI{ INDONESIA,

ttd.

Salimn r.auai +naan ailinya BAMBANG F. S. BROL.IONEGORo
xEP ra Bng.t rduM

u:b.
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